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16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 temtang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/0/1997 Tahun
1997 tentang Tugas dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar;

19. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 12 Seri E.3);

26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);

27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E. 5).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TUGAS

POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN KOTA
PADANG PANJANG.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2

e 000 . @ k)

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kota Padang Panjang.

. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana

Operasional Dinas Pendidikan di lapangan.

Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Padang Panjang.

Penilik Pendidikan adalah Penilik Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Padang Panjang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di
lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat SLTP adalah Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA adalah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah Pendidikan
Anak Usia Dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas adalah Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perencanaan;

Bidang Pendidikan TK dan SD;

Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA;

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya dan Keolahragaan;

e peoR
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g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang serta UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

(1). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

(2). Sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah di bidang Pendidikan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.

(2) Koordinasi dan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

(3).Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. pengelolaan program administrasi umum dan keuangan;
b. pengelolaan program administrasi kepegawaian; dan
c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Pasal 5

(1) Sekretariat, terdiri dari :
a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Kepegawaian; dan
c.Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dalam
arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan,
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administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan
kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan
sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisir  permasalahan yang berhubungan dengan urusan
ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum berpedoman kepada rencana
strategis Dinas Pendidikan;

melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk,
surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data
dan bahan serta keprotokoleran;

menyusun dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan
barang dan penghapusan barang di lingkungan Dinas Pendidikan;
melaksanakan pengelolaan administrasi aset pada Dinas Pendidikan;
menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran
serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan Dinas
Pendidikan;

menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan,
kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;

mengusulkan Bendahara dan Pembantu Bendahara;

. membuat laporan mutasi barang;

mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Goverment dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
mengadakan dan menggandakan buku Induk dan rapor pada TK, SD, SDLB,
SMP, SMA dan SMK;
menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi, tatalaksana dan
kehumasan Dinas Pendidikan;
memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang pendidikan;
membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program
kepegawaian dalam arti penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan PNSD,
pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan PNSD, Pegawai honor
dan kehadiran.

Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan kepegawaian sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan

kepegawaian, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
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menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian berpedoman kepada rencana
strategis Dinas Pendidikan;

memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
dan Bezetting Pegawai;

menyiapkan bahan-bahan untuk penilaian angka kredit tenaga fungsional;
menyiapkan kelengkapan bahan usulan kenaikan pangkat, dan pensiun PNSD;
menyiapkan program pelatihan dan penyegaran untuk peningkatan Sumber
Daya Aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan;

memproses pemberian Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

menyiapkan kelengkapan bahan usulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu
Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;

menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan Pegawai honor;
mengkoordinir dan menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti
tugas belajar, izin belajar, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) struktural dan
fungsional;

mengkoordinir dan menyiapkan bahan dan Pegawai Honor yang ditempatkan
dan akan pindah;

mengkoordinasikan administrasi PNSD pada UPTD Sekolah yang
ditempatkan dan akan pindah dengan bidang terkait pada Dinas Pendidikan;
melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga
fungsional;

menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/ pemberian tanda kehormatan
PNSD;

mengkoordinir dan menyiapkan bahan sertifikasi guru;

menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
(diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan
Kepegawaian Daerah secara berkala;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan
dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan
verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana
strategis Dinas Pendidikan;

menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan
Rencana Anggaran Satuan Kerja;
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membantu meneliti laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara di
lingkungan ketatausahaan;

menyelenggarakan anggaran belanja Dinas Pendidikan dengan berpedoman
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah
ditetapkan;

. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan Pegawai honor, lembur,

perjalanan dinas, transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;

. mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran, petanggungjawaban, pembukuan keuangan dan
menyiapkan laporan hasil verifikasi;

menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan
keuangan;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang perencanaan dan pengembangan mutu
pendidikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perencanaan mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan dan penyelenggaraan program kebijakan teknis di bidang pendataan
dan sistem informasi;

penyusunan dan penyelenggaraan program kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan penyusunan program; dan

penyusunan dan penyelenggaraan program kebijakan teknis di bidang
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

(1) Bidang Perencanaan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Sistem Informasi;
b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 11

(1) Seksi Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan program pendataan dan sistem informasi dalam arti
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang
menyangkut pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, generasi muda,
olah raga dan siswa, penyediaan data informasi demografis, ekonomi, sosial
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pengelolaan Information Comunication Technology (ICT) kependidikan dan lain-
lain yang berhubungan dengan perencanaan pendidikan serta pengelolaan.

(2) Uraian Tugas Seksi Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a;

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pendataan dan sistem informasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan sistem
informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Pendataan dan Sistim Informasi berpedoman
kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

menyusun rencana pengumpulan, pengolahan analisis data pendidikan dalam
Sekolah, Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan
Seni Budaya di Sekolah dan UPTD;

menyusun instrumen pengumpulan data pendidikan dalam Sekolah, Luar
Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni Budaya di Sekolah dan
UPTD;

mengumpulkan instrumen pengumpulan data pendidikan dalam Sekolah,
Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni
Budaya di sekolah dan UPTD;

mengolah, menganalisis dan menyajikan data Pendidikan dalam Sekolah,
Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni
Budaya di Sekolah sebagai bahan informasi;

memberikan pelayanan data pendidikan dalam Sekolah, Pendidikan Luar
Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni Budaya di sekolah;
menyusun rencana dan program, mengolah dan menyajikan data untuk
pembuatan profil pendidikan dan pemetaan sekolah dan UPTD;

menyediakan data informasi demografis, ekonomi, sosial dan lain-lain yang
berkaitan dengan rencana pendidikan;

merumuskan perihal keadaan pendidikan dalam sekolah, Pendidikan Luar
Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, Olahraga, Kesiswaan dan Kesenian;
menyusun proyeksi perkembangan Pendidikan dalam Sekolah, Pendidikan Luar
Sekolah, Pembinaan Generasi Muda, termasuk pembinaan kesiswaan,
keolahragaan dan kesenian baik jangka pendek atau jangka panjang;

. melakukan pengelolaan Information Comunication Technology (ICT)

kependidikan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan
dan mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program dalam arti
mempersiapkan penyusunan rencana dan program serta proyeksi perkembangan
pendidikan yang menyangkut pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah,
pembinaan generasi muda, olah raga, pembinaan kesiswaan dan lain-lain yang
berhubungan dengan penyusunan rencana dan program pendidikan.

(2) Uraian Tugas Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
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menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
perencanaan dan penyusunan program sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisir permasalahan  yang berhubungan dengan pendataan,
perencanaan dan penyusunan program serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

menghimpun dan mengolah usulan rencana kegiatan rutin dan pembangunan
Dinas Pendidikan;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisa laporan bulanan Sekolah dan
UPTD;

menyusun konsep rencana tindak lanjut terhadap laporan dari persekolahan dan
UPTD;

menghimpun data kegiatan Dinas Pendidikan sebagai bahan Laporan Tahunan;
menyusun rencana penerimaan beasiswa dan subsidi lainnya yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi TK, SD, SDLB, SMP, dan SMA;
mengkoordinasikan pemberian rekomendasi operasional pembukaan sekolah
TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK swasta;

membuat standar pelayanan minimal TK, SD, SDLB, SMP, dan SMA sesuai
kondisi daerah;

menyusun konsep usulan penetapan penerimaan peserta Didik Baru TK, SD,
SMP dan SMA;

. mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Akhir SD, SMP dan SMA;

mengkoordinasikan penyusunan rencana pengadaan dan perawatan sarana dan
prasarana TK, SD, SMP dan SMA serta UPTD;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga
kependidikan;

menyusun rencana usulan penetapan pembiayaan pendidikan;

membuat proyeksi perkembangan pendidikan;

mengusulkan pengelola kegiatan;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 13

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan program monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam arti
memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana dan program
pendidikan serta melaporkan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi,
menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan semua laporan dari masing-
masing Bidang dan sekolah-sekolah.

Uraian Tugas Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan monitoring, evaluasi
dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
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menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman
kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

menyusun instrumen monitor pelaksanaan rencana dan program,;

menyajikan Data Pendidikan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan;
memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pemberian
beasiswa dan subsidi lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN);

menyusun laporan pelaksanaan beasiswa;

membuat laporan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi;

memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan guru bantu
sementara;

- mengumpulkan, menyusun, meneliti, mengolah, mengkoordinasikan dan

menyajikan laporan dari masing-masing Bidang, Bagian Tata Usaha, UPTD dan
sekolah-sekolah;

menyimpan arsip laporan yang telah dikirim:

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan TK dan SD

Pasal 14

Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan TK dan SD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pendidikan TK dan SD mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kurikulum TK dan
SD;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program tenaga guru dan
tenaga teknis TK dan SD; dan

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan
prasarana pendidikan TK dan SD.

Pasal 15

(1) Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum TK dan SD;
b. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SD.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung Jjawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD.

Pasal 16

(1) Seksi Kurikulum TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan program
kurikulum TK dan SD dalam arti pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum
muatan lokal, melaksanakan penyusunan kurikulum muatan lokal, kalender
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pendidikan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar
mengajar, evaluasi belajar, penyelenggaraan Ujian Akhir SD dan SDLB.

(2) Uraian Tugas Seksi Kurikulum TK dan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a.

58—~

2]

v o

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
kurikulum TK dan SD sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum TK dan
SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum TK dan SD berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pendidikan;

menyusun Standar Pelayanan Minimal TK, SD dan SDLB;

menyusun program, melaksanakan, memfasilitasi dan membuat laporan hasil
lomba pada TK, SD dan SDLB yang meliputi Guru dan Siswa;

mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan
siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat TK,
SD dan SDLB;

menyusun program penyempurnaan kurikulum muatan lokal SD dan SDLB;
menyusun program dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum SD
dan SDLB;

memantau dan merekap pencapaian target kurikulum dan daya serap SD dan
SDLB;

menyusun kalender pendidikan TK, SD dan SDLB;

penyusunan petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir SD dan SDLB;

menyusun program ujian semester SD dan SDLB,;

. merekap dan menganalisis Nilai Murni Ujian Semester SD dan SDLB untuk

kepentingan penyusunan program pelatihan guru SD dan SDLB;

menyusun program, melaksanakan dan memantau pelaksanaan Ujian Akhir SD
dan SDLB;

merekap, menganalisis dan menyusun laporan penyelenggaraan Nilai Ujian
Akhir Sekolah (NUAS) SD dan SDLB;

menganalisis Program Analisis Soal Semester I dan II SD dan SDLB;

membuat Bank Soal Ujian Semester SD dan SDLB;

melaksanakan akreditasi TK, SD dan SDLB;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD mempunyai tugas
menyelenggarakan program tenaga guru dan tenaga teknis TK dan SD dalam arti
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyiapan data tenaga
guru, penjaga sekolah, kepala sekolah dan tenaga teknis TK,SD, SDLB serta
pemerataannya termasuk pembinaan Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD,
SDLB serta melaksanakan pembinaan tenaga perpustakaan, koperasi pada SD dan
SDLB.

(2) Uraian Tugas Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
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a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD sebagai pedoman dan landasan
kerja;

b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Tenaga Guru dan
Tenaga Teknis TK dan SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

C. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

d. menyusun program, melaksanakan penilaian dan membuat laporan hasil
Penilaian Kinerja Kepala TK, SD dan SDLB;

e. menyiapkan guru untuk dibina di bidang Usah Kesehatan Sekolah (UKS);

f. membimbing guru membuat naskah ujian semester SD dan SDLB;

g menyusun program, membuat rekapitulasi kebutuhan (keiebihan/kekurangan)
Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK, SD dan SDLB;

h. menyusun program dan melaksanakan mutasi/reposisi Tenaga Guru dan Tenaga
Teknis TK, SD dan SDLB;

1. menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan pelatihan Tenaga
Guru dan Tenaga Teknis TK, SD dan SDLB;

. J. menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan rekrutmen /seleksi

calon Kepala TK, SD dan SDLB bekerjasama dengan unsur pengawas sekolah;

k. memproses/melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga teknis pada jenjang
TK, SD dan SDLB yang melanggar ketentuan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;

I melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap tenag pengelola
perpustakaan dan koperasi TK, SD dan SDLB;

m. mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan
siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat TK,
SD dan SDLB;

n. menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada TK, SD dan SDLB;

0. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

. Pasal 18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas
menyelenggarakan program sarana dan prasarana pendidikan TK dn SD dalam arti
melaksanakan, mengevaluasi dan memonitor pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan, pendistribusian perlengkapan buku dan alat pelajaran, menyusun
pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan,
pembinaan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan murid baru, menginventarisir dan
menata tanah, gedung, rumah dinas dan peralatan pelajaran lainnya pada TK. SD
dan SDLB serta melaksanakan pembinaan perpustakaan, koperasi pada SD dan
SDLB.

(2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SID sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhuibungan dengan
sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD sebagai pedoman dan landasan
kerja;
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b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana
pendidikan TK dan SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

C. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SD
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

d. membuat rekapitulasi kelebihan dan kekurangan buku SD dan SDLB;

€. menyusun program kebutuhan, membuat daftar permintaan, mendistribusikan
dan memantau pemakaian buku pada SD dan SDLB;

f.  mendistribusikan buku paket, perpustakaan dan STTB pada TK, SD dan SDLB;

g. menyusun program kebutuhan (kelebihan/kekurangan), membuat daftar
permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian alat peraga TK, SD
dan SDLB;

h. menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan melalui Komite Sekolah;

i. melaksanakan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan
koperasi TK, SD dan SDLB;

J. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

k. menyusun program penerimaan dan pengawasan;

l.  melaksanakan pengawasan murid baru TK, SD dan SDLB;

m. menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan rehabilitasi gedung
TK, SD dan SDLB;

N. menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan pengadaan ruang
kelas baru (RKB) untuk TK, SD dan SDLB;

0. melaksanakan inventaris dan menata tanah, gedung, rumah dinas dan alat
pendidikan lainnya pada TK, SD dan SDLB;

p. menyusun program permintaan kendaraan dinas untuk keperluan kelancaran
pelaksanaan tugas pada TK, SD dan SDLB;

q. menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan sekolah TK, SD
dan SDLB swasta;

r. memberikan data ke Bagian Tata Usaha dan mendistribusikan buku Induk dan
rapor pada TK, SD dan SDLB;

s. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA

Pasal 19

(1) Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan SLTP dan SLTA.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kurikulum SLTP
dan SLTA;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program tenaga guru dan
tenaga teknis SLTP dan SLTA;dan

¢. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan
prasarana pendidikan SLTP dan SLTA.
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Pasal 20

(1)Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA terdiri dari -

a. Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA;
b. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan SLTA; dan
¢. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan SLTA.

(2)Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

(D

)

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA.

Pasal 21

Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA mempunyai tugas menyelenggarakan program
kurikulum SLTP dan SLTA dalam arti melaksanakan kurikulum nasional,
pengembangan kurikulum muatan lokal, kalender pendidikan, memantau,
mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi belajar,
serta penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional SLTP dan SLTA.

Uraian Tugas Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
kurikulum SMP, SMA dan SMK sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kurikulum
SMP, SMA dan SMK serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

C. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pendidikan;

d. mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum, Tenaga Guru
dan Tenaga Teknis SMP, SMA dan SMK;

€. mengembangkan kurikulum, metode mengajar, Tenaga Guru dan Tenaga Teknis
SMP, SMA dan SMK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha
dan dunia industri (baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal);

f.  memfasilitasi pelaksanaan berbagai program dalam rangka pembelajaran di
SMK:

g. menyiapkan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan kalender
pendidikan SMP, SMA dan SMK;

h. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar di
sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

i. mendistribusikan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi
belajar di SMP, SMA dan SMK;

J.  mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi di SMP, SMA dan SMK;

k. menyusun petunjuk pelaksanaan Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK;

l.  merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan membuat laporan
evaluasi belajar yang meliputi ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian
akhir sekolah/ujian nasional di SMP, SMA dan SMK;

m. mengawasi pendistribusian Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah SMP, SMA dan
SMK;

n. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis operasional sekolah
negeri/swasta tingkat SMP, SMA dan SMK;

0. mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan
siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat SMP,
SMA dan SMK;
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menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada
SMP, SMA dan SMK;

mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum di
SMP, SMA dan SMK;

mengumpulkan dan mengolah data siswa serta mutasi pada sekolah tingkat
SMP, SMA dan SMK;

mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan
penyuluhan serta bimbingan karir pada SMP, SMA dan SMK;

melaksanakan pengadaan dan penggandaan Naskah Soal Ujian Akhir Tingkat
SMP, SMA dan SMK;

melaksanakan pendistribusian soal ujian akhir Tingkat SMP, SMA dan SMK;
memberi masukan kepada Seksi Sarana dan Prasarana dalam hal pengadaan
buku perpustakaan, buku Induk, buku rapor dan STTB Tingkat SMP, SMA dan
SMK;

memfasilitasi akreditasi SMP, SMA dan SMK;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan SLTA mempunyai tugas
menyelenggarakan program tenaga guru dan tenaga teknis SLTP dan SLTA dalam
arti melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyiapan data tenaga
guru, penjaga sekolah, kepala sekolah dan tenaga teknis SLTP, SLTA serta
pemerataannya termasuk pembinaan tenaga guru dan tenaga teknis SLTP, SLTA
serta melaksanakan pembinaan tenaga perpustakaan, tenaga koperasi pada SLTP dan
SLTA.

2)

Uraian Tugas Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan SLTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SMP, SMA dan SMK sebagai pedoman dan
landasan kerja;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Tenaga Guru
dan Tenaga Teknis SMP, SMA dan SMK serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan
SLTA berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis berdasarkan
rencana pengembangan sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan tenaga
teknis pada sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyiapkan rencana penempatan dan mutasi tenaga guru dan tenaga teknis pada
sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyiapkan usul izin belajar dan tugas belajar bagi tenaga guru pada tingkat
SMP, SMA dan SMK;

mengumpulkan dan mengolah data keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada
sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat SMP,
SMA dan SMK;
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menyiapkan bahan usulan pengangkatan calon Kepala Sekolah pada sekolah
Tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyelenggarakan program usulan pemberian penghargaan kepada tenaga guru
dan tenaga teknis yang berprestasi pada sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;
mengkoordinasikan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);

. menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan sekolah SMP,

SMA dan SMK swasta;

menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada SMP, SMA dan
SMK;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga pengelola
perpustakaan dan koperasi pada SMP, SMA dan SMK;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai tugas
menyelenggarakan program, sarana dan prasarana pendidikan SLTP dan SLTA
dalam arti melaksanakan, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat
untuk menyelenggarakan pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan
penerimaan murid baru, menginventarisir dan menata tanah, gedung, rumah dinas,
dan peralatan pelajaran lainnya pada SLTP dan SLTA serta melaksanakan
pembinaan perpustakaan, koperasi, pada SLTP dan SLTA.

(2) Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan SLTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
sarana dan prasarana pendidikan SLTP dan SLTA sebagai pedoman dan landasan
kerja;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan sarana dan
prasarana pendidikan SLTP dan SLTA serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan SLTA
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP, SMA dan
SMK;

mengumpulkan dan mengolah data untuk pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana
pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyiapkan data dan mendistribusikan buku, rapor, buku Induk, STTB ke
sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

mempersiapkan usul pengadaan dan rehabilitasi sarana pendidikan pada sekolah
tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan pada sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;
menyiapkan bahan usulan pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru (USB)
sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;
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mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK;

merencanakan dan mengadakan buku pokok sesuai dengan kebutuhan pada
sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK;

. mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan, dan penggunaan sarana

dan prasarana pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK;

mendistribusikan pedoman pemberdayaan masyarakat untuk mensukseskan
penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP, SMA dan SMK;

menyusun usulan kebijakan dan penetapan penyelenggaraan penerimaan siswa
baru pada pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK;

melakukan pembinaan dan menyusun pedoman penyelenggaraan penerimaan
siswa baru;

mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
menginventarisir penggunaan tanah, gedung dan rumah dinas pada sekolah
tingkat SMP, SMA dan SMK;

melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi
sekolah pada tingkat SMP, SMA dan SMK;

melaksanakan pengadaan buku perpustakaan pada tingkat SMP, SMA dan SMK;
memberikan rekomendasi operasional pendirian sekolah baru SMP, SMA dan
SMK Swasta;

memfasilitasi kegiatan Usah Kesehatan Sekolah (UKS) di tingkat SMP, SMA
dan SMK;

. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya dan Keolahragaan

Pasal 24

(1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya dan Keolahragaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Luar Sekolah,
Seni Budaya dan Keolahragaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya, dan Keolahragaan mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang
pendidikan anak usia dini;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang
pendidikan luar sekolah; dan

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang
pendidikan seni budaya dan keolahragaan.

Pasal 25

(1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya dan Keolahragaan terdiri dari :

a.
b.
c.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
Seksi Pendidikan Seni Budaya dan Keolahragaan.
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya dan Keolahragaan.

Pasal 26

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas menyelenggarakan program
pendidikan anak usia dini dalam arti melaksanakan pendataan, perencanaan,
pengembangan, menyusun dan menyebarluaskan petunjuk teknis dan kurikulum,
melakukan bimbingan teknis serta mengeluarkan perizinan penyelenggaraan
program PAUD, melakukan Pendataan Sasaran Program PAUD, membentuk dan
menumbuhkan Lembaga PAUD di tingkat Kelurahan, mengembangkan dan
Menyebarkan Kurikulum Nasional Program PAUD, mengkoordinir program
Lembaga PAUD, melatih program pendidikan PAUD kepada Pendidik, Pengasuh,
Pengelola, memfasilitasi pelaksanaan lomba-lomba PAUD dan melakukan
bimbingan teknis dan akreditasi pada lembaga PAUD.

(2) Uraian Tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
PAUD sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan PAUD serta
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pendidikan;
melakukan Pendataan Sasaran Program PAUD ;
membentuk dan menumbuhkan Lembaga PAUD di tingkat Kelurahan;
mengembangkan dan menyebarkan Kurikulum Nasional Program PAUD;
mengkoordinir program Pendidikan Luar Sekolah dengan masyarakat, Lembaga
PAUD dan Penyelenggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
melatih program PAUD kepada Pendidik, Pengasuh, Pengelola dan
Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
memfasilitasi pelaksanaan lomba-lomba PAUD;
melakukan bimbingan teknis dan akreditasi pada lembaga PAUD
. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; dan
. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

= ®mmoa

b el s

Pasal 27

(1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan program
pendidikan luar sekolah dalam arti melaksanakan pendataan, perencanaan,
pengembangan, menyusun dan menyebarluaskan petunjuk teknis dan kurikulum,
melakukan bimbingan teknis serta mengeluarkan perizinan penyelenggaraan
program Pendidikan Luar Sekolah, meningkatkan kerja sama dengan
lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Pendidikan Luar Sekolah serta sebagai
penghubung antara keluaran pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha.
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(2) Uraian Tugas Seksi Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a.
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menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pendidikan luar sekolah sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan luar
sekolah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Pendidikan Luar Sekolah berpedoman kepada
rencana strategis Dinas Pendidikan;

menyusun Kalender Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah;

melakukan Pendataan sasaran Program Kelompok Belajar Paket A, B dan C;
menyusun Rencana Pembinaan Kelompok Belajar Paket A, B dan C;

menyusun Kalender Kegiatan belajar Paket A, B dan C;

melaksanakan Ujian Nasional (UNAS) Kelompok Belajar Paket A, B dan C;
melakukan pendataan sasaran program / Kejar Usaha;

mengindentifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat;

menumbuhkan dan membentuk kelompok Belajar baru untuk melaksanakan
program Kejar Usaha;

menumbuhkan dan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) di tingkat Kelurahan;

melatih Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);

menumbuhkan Taman Bacaan Masyarakat (Pustaka Desa), di tingkat
Kelurahan;

mengembangkan sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat;
melaksanakan bimbingan teknis tentang pengelolaan Taman Bacaan
Masyarakat;

melatih Pengelola Taman Bacaan Masyarakat;

melakukan bimbingan teknis dan pemberian perizinan/akreditasi kursus;
menyusun petunjuk teknis dan menyebarluaskan kurikulum nasional Kursus;
mengembangkan kurikulum lokal kursus;

mendistribusikan jadwal ujian Nasional Kursus Pendidikan Luar Sekolah;
melaksanakan Ujian Nasional dan Lokal Kursus;

memberikan bimbingan teknis terhadap kelembagaan kursus Pendidikan Luar
Sekolah;

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan luar
sekolah;

memberdayakan perempuan melalui peningkatan pendidikan luar sekolah;

. memfasilitasi keluaran pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha;
. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Pendidikan Seni Budaya dan Keolahragaan mempunyai tugas
menyelenggarakan program pendidikan seni budaya dam keolahragaan di sekolah
dalam arti melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pelestarian
pendidikan seni budaya dan keolahragaan di sekolah.
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Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

(1) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk UPTD.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas UPTD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E. 3); dan

2. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2008 Nomor 43 Seri E. 35).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal  : ¢ Opsember 2010

SEKRETARIS DAI?Q KOTA PADANG PANJANG

Y
ALI ASMAR

Ditetapkan di: Pa
pada tanggal : €D

WALIKOTA PAPANG PANJANG,

IR SYAM

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI t.s
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Paragraf 2
Penilik Pendidikan

Pasal 30

(1).Kelompok Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan mempunyai tugas pokok
merencanakan dan melaksanakan program penilikan pendidikan.

(2). Uraian Tugas Penilik Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
penilik pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penilik pendidikan
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan berpedoman kepada rencana strategis
Dinas Pendidikan;

mengindentifikasi hasil penilikan program pendidikan masyarakat, pendidikan
anak usia dini, pemuda, olah raga tahun yang lalu;

mengolah data hasil identifikasi penilikan pendidikan masyarakat PAUD,
pemuda dan olah raga;

menganalisis data hasil identifikasi;

membuat instrumen identifikasi penyelenggaraan program kerja penilik dalam
rangka mengidentifikasi penyelenggaraan program penilik pendidikan luar
sekolah untuk satu tahun kedepan;

menyusun kisi-kisi identifikasi dalam rangka mengidentifikasi penyelenggaraan
pendidikan luar sekolah;

mengumpulkan data di bidang sumber daya pendidikan luar sekolah, PAUD,
pemuda dan olah raga;

mengolah data hasil penilikan Pendidikan Luar Sekolah, PAUD, pemuda dan
olah raga di bidang pembelajaran, pelatihan dan bimbingan;

memberi contoh/bimbingan kepada sumber belajar tentang proses belajar
mengajar yang baik di bidang pembelajaran;

melakukan uji coba instrumen penilaian pelaksanaan program di bidang
pelatihan, bidang bimbingan, bidang pembelajaran, bidang analisis dan
penilaian serta pelaksanaan program pelatihan;

melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah, PAUD, pemuda dan olah
raga;

melakukan monitoring/pembinaan terhadap Pendidikan Luar Sekolah, PAUD;
pemuda dan olah raga;

menyusun Kisi-Kisi penilaian pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah,
PAUD, pemuda dan olah raga;

membuat instrumen penilaian pelaksanaan program di bidang pelatihan,
bimbingan dan pembelajaran;

membuat kisi-kisi penilaian di bidang materi dan metode pembelajaran,
pelatihan dan bimbingan;

melaksanakan tugas-tugas kepenilikan Pendidik Luar Sekolah/Pendidikan Non
Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
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memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan proses belajar
mengajar/bimbingan guru;

membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah;

menyusun laporan hasil pengawasan sekolah persekolah;

melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi
tanggung jawabnya;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

(4).Uraian Tugas Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :

a.
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menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pengawasan sekolah sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan sekolah
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Jabatan fungsional Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

membina pelaksanaan pengelolaan sekolah;

memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah swasta;
melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah pendidikan dalam bidang
sekolah;

melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan
siswa dan kemampuan guru;

mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar
mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap
perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa;

melaksanakan analisis komprehensif hasil belajar/bimbingan siswa dengan
memperhitungkan faktor sumber daya pendidikan;

memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses
belajar mengajar/bimbingan siswa;

memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan proses
belajar/bimbingan siswa;

memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada
pimpinan instansi terkait;

. menyusun laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah;

melaksanakan evaluasi pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya;
memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru;

memantau dan membimbing pelaksanaan Ujian Nasional;

memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah;

melaksanakan evaluasi hasil pengawasan permata pelajaran/bimbingan siswa
dari seluruh sekolah;

menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan sekolah;

membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.



.97

membentuk dan membina pengurus Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh
Indonesia (BAPOPSI) Cabang Padang Panjang;

gg. menyelenggarakan dan mengembangkan kompetisi olahraga pelajar terutama

sesuai dengan cabang olahraga Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh
Indonesia (BAPOPSI) ;

hh. menyiapkan dan mengirim atlit pelajar untuk mengikuti Pekan Olah raga dan

i
-

Seni tingkat Propinsi, Wilayah dan Nasional;
mengadakan evaluasi terhadap kurikulum olahraga di sekolah;
meningkatkan kemampuan profesional guru bidang keolahragaan;

kk. menumbuhkan dan membina organisasi Ikatan Guru Olahraga;

1.

menyusun program kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) SD, SLTP,
SLTA dan SDLB;

mm. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; dan

nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan

Paragraf 1
Pengawas Sekolah

Pasal 29

(1). Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok

merencanakan dan melaksanakan program pengawasan sekolah dan melaporkan
hasil pengawasan sekolah.

a.

b.

S€
a.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari:

Pengawas Sekolah Pratama dan Pengawas Sekolah Muda;dan
Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama.

(3).Uraian Tugas Pengawas Sekolah Pratama dan Pengawas Sekolah Muda

bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, datan dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pengawasan sekolah sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan sekolah
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Jabatan fungsional Pengawas Sekolah Pratama dan Pengawas Sekolah Muda
berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;
menyusun program catur wulan pengawas sekolah yang menjadi tanggung
jawab pengawas sekolah masing-masing;
melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan
siswa dan kemampuan guru;
mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar
mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap
perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa;
melaksanakan analisis sederhana hasil belajar/bimbingan siswa dengan cara
memperhitungkan beberapa faktor sumber daya pendidikan yang mempengaruhi
hasil belajar/bimbingan siswa;
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(2) Uraian Tugas Seksi Pendidikan Seni Budaya dan Keolahragaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

r—?
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bb.

CC.

dd.
ee.

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
pendidikan seni budaya dan keolahragaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan seni
budaya dan keolahragaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugas pokok dan fungsi Seksi Seni Budaya dan Keolahragaan berpedoman
kepada rencana strategis Dinas Pendidikan;

menyusun kalender pembinaan pendidikan seni budaya dan keolahragaan;
mengkoordinasikan pengembangan kurikulum seni budaya dan keolahragaan di
sekolah;

memonitor pelaksanaan kurikulum pendidikan kesenian dan keolahragaan;
menginventarisir guru kesenian secara kuantitas dan kualitas;

meningkatkan kualitas guru melalui berbagai program seperti pelatihan, seminar
dil;

menginventarisir dan mengembangkan kegiatan seni budaya dan keolahragaan
di sekolah;

menumbuhkan sanggar seni di sekolah sebagai wahana kreatifitas siswa;
mengkaji dan mengembangkan konsep seni budaya yang bernuansa Islami di
sekolah;

melaksanakan pelatihan terhadap guru-guru tentang seni yang bernuansa Islami
di sekolah;

. membangun Kreatifitas guru tentang pendidikan seni budaya dan keolahragaan

yang bernuansa Islami di sekolah;

menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas siswa tentang seni budaya dan
keolahragaan yang bernuansa Islami di sekolah;

mencegah kreatifitas seni budaya dan keolahragaan yang kontra dengan nilai
moral dan citra Padang Panjang yang bernuansa Islami;

menginventarisir, pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana seni budaya
dan keolahragaan di sekolah;

mengembangkan sarana dan prasarana seni budaya dan keolahragaan yang
bernuansa Islami di sekolah;

mengelola dan mengembangkan pagelaran seni Tingkat Kota;

mempersiapkan tim Seni Budaya untuk mengikuti pagelaran / festival Seni
Budaya tingkat Propinsi dan Nasional dari sekolah;

menfasilitasi pemberangkatan Tim Seni Budaya untuk mengikuti Festival /
lomba Tingkat Propinsi dan Nasional dari sekolah;

membentuk dan membina Ikatan Guru Kesenian;

mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang membina seni budaya;

. meningkatkan kualitas pelajar melalui pelatihan, bengkel sastra dan sejenisnya;

menyusun laporan hasil kegiatan bulanan, semester, tahunan dan insidentil;
mengawasi dan melestarikan pendidikan seni budaya asli daerah di sekolah;
membina kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) dan Praja Muda Kirana
(Pramuka);

. mendistribusikan pedoman untuk Pertukaran Pemuda Pelajar antar Propinsi

(PPPAP) dan Pertukaran Pemuda Pelajar antar Negara (PPPAN);
mengkoordinasikan pemilihan peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRAKA) pada sekolah dengan instansi terkait;

melakukan pembinaan dan pelatihan pembina dan pengurus Organisasi Siswa
Intra Sekolah (OSIS);

melakukan seleksi bakat dan prestasi olahraga dan seni di sekolah;
menumbuhkan klub olahraga dan klub seni di sekolah;
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WALIKOTA PADANG PANJANG
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PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR23 TAHUN 2010

TENTANG

C - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang perlu ditetapkan Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
‘ Padang Panjang;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas urusan pemerintahan
dibidang pendidikan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Tugas Pokok.
Fungsi Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

—
.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 962);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

s @

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



